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ABSTRACT
Regulation of the Board of Directors Number: PD-12/DIR/2012 servers regulations used by PT.
TASPEN (Persero) as guidelines for the implementation of main duties and their functions to
manage Pension Program including Retirement Saving Program, and Participant Data
Management to Retired Civil Servants. Regulation of the Board of Directors is also used to
recommend the success and failure of service regulations established by PT. TASPEN
(Persero) related to post-retirement reforms (pensions). This study used a qualitative descriptive
method. With the interactive model analysis by Milles and Huberman (1992), which consists of
three components of analysis, namely the analysis of data reduction, data presentation and
drawing of a conclusion. The writer conducted direct interviews and observation by looking
directly at the phenomena that occured in the field. The results of the study is the
implementation of program services and superannuation pension run by PT. TASPEN (Persero)
Branch of Denpasar has been going well and in accordance with the policies set out in the
Directors Rule Number: PD-12/DIR/2012. However, implementation has encountered several
obstacles that hindered the implementation of services to participants such as pension file
management and participant data management. The role TASPEN in providing solutions related
to constraints that occur is through some form of socialization strategies that direct services,
socialization with the use of electronic and printed media, external and internal reconciliation
routine as well as financial reconciliation and ease of service benefit from their services
customers visits, e-banking, MOBTAS services, and 1 hour services.
Keywords: Policy Implementation of Service Regulations, Retirement Management, Regulation
of the Board of Directors Number: PD-12/DIR/2012 PT. TASPEN (Persero)
1. PENDAHULUAN
Salah satu komitmen PT. Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri atau lebih
dikenal dengan PT. TASPEN (Persero)
adalah Pengelolaan Dana Pensiun, termasuk
Manajemen Data Peserta Pensiun, Tabungan
Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya
seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian secara akuntabel serta
berlandaskan atas integritas dan etika yang
tinggi kepada para pensiunan Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Pengelolaan urusan ini tentunya
mendukung terwujudnya perubahan dan
perbaikan sistem kesejahteraan PNS menjadi
lebih komperhensif sesuai dengan best
practices (Subiyanto, 2005:1).
PT. TASPEN (Persero) pada konteks
kekinian dihadapkan pada ragam regulasi
tentang Manajemen Kepegawaian Sipil.
Dimana hal ini mengarah kepada salah satu
kerangka besar reformasi birokrasi, yaitu
terkait Penataan pensiun termasuk pemberian
kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Berangkat dari kondisi ini, banyak hal
yang harus dilakukan PT. TASPEN (Persero),
terkait pola manajemen ulang yaitu proses
pembayaran pensiun termasuk komponen-
komponen lain yang menyertainya.
Untuk melihat kondisi ini kedepan,
tentunya perlu melihat implementasi tentang
Peraturan Pelayanan yang berlaku di PT.
TASPEN (Persero) khususnya terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
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mengenai kegagalan dan kesuksesan dari
Peraturan Pelayanan yang telah ditetapkan
oleh PT. TASPEN (Persero), dimana berhasil
atau tidaknya sebuah proses implementasi
kebijakan sampai dengan tercapainya hasil,
bergantung kepada kegiatan program yang
telah dirancang dengan pembiayaan yang
cukup. Selain dipengaruhi Content of Policy
(isi kebijakan) dan Contex of Implementation
(konteks implementasinya) (Grindle, 1980:7).
Pada kinerjanya, PT. TASPEN (Persero)
berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor
PD-12/DIR/2012 Tanggal 4 September 2012.
Pada peraturan ini memuat tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan
Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen
Data Peserta Pensiun, termasuk kepesertaan
dan iuran, kewajiban dan hak peserta
pensiun, perhitungan besar manfaat,
kelompok dan jenis pensiun PNS, batas usia
pensiun, dan anak yatim-piatu, serta
penghentian dan penghapusan pensiun
hingga pelayanan peserta berupa pelayanan
klim langsung dan tidak langsung, pelayanan
informasi, mekanisme dan persyaratan
pengajuan manfaat, dan delighted customer
service (Pelayanan Melebihi Harapan
Peserta) melalui penyederhanaan dan
kemudahan proses pelayanan dengan
memperhatikan pelayanan yang lebih akurat,
efektif, dan efisien sesuai prinsip Good
Coorporate Governance.
PT. TASPEN (Persero) sendiri dalam
kinerjanya seringkali dihadapkan pada
berbagai kendala-kendala yang menghambat
pelaksanaan pelayanan yang diberikan
kepada peserta pensiun, yaitu beberapa
diantaranya terkait dengan tata cara
pemberian dan penerimaan pensiun kepada
PNS, salah satunya kepada PNS yang sudah
meninggal, baik yang sudah berkeluarga
maupun yang belum menikah dengan kriteria
sedang menderita sakit, sudah memasuki
usia lanjut dan tidak mampu untuk datang
langsung ke PT. TASPEN (Persero),
diberikan prioritas utama oleh PT. TASPEN
(Persero) dengan mengunjungi langsung
peserta pensiun tersebut. Akan tetapi, kondisi
ini sejatinya menghambat pelaksanaan
pelayanan dari PT. TASPEN (Persero) itu
sendiri, dimana beberapa faktor eksternal
seperti alamat peserta pensiun yang kurang
jelas dan berada di daerah yang terpencil
serta berkas-berkas penting yang diperlukan
seperti tidak memiliki akta nikah dari Catatan
Sipil dan akta kelahiran yang hilang, turut
serta mempengaruhi terhambatnya pelayanan
yang diberikan dan tidak sedikitnya waktu
yang tersita.
Selain itu, penerimaan pensiun
khususnya tanpa ahli waris atau tanpa
suami/istri, hanya dengan anaknya yang telah
dewasa (tidak berkelanjutan) yaitu telah
memasuki usia 25 tahun dengan status sudah
menikah/memiliki pekerjaan. Pada saat
peserta pensiun datang ke PT. TASPEN
(Persero), dengan tidak membawa berkas-
berkas sesuai dengan ketentuan yang ada
dan melampirkan berkas yang berisi
penempatan tanda tangan Kepala Desa yang
salah, merupakan salah satu permasalahan
yang sering terjadi dan sangat mempengaruhi
pelaksanaan pelayanan yang diberikan
kepada peserta pensiun. Dimana peserta
pensiun tidak dapat mengikuti prosedur
selanjutnya dan secara otomatis peserta
pensiun harus mengulang prosedur dari awal
lagi. Hal ini menyita waktu dan tenaga peserta
pensiun.
PT. TASPEN (Persero) juga memiliki
beragam prestasi yang membanggakan
dimana terkait dengan kinerjanya yang telah
berhasil membangun kerja sama dengan 13
mitra bayar pensiun termasuk instansi peserta
dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
sebagai front desk PT. TASPEN (Persero) di
luar daerah dalam memudahkan pemberian
layanan ketaspenan serta beberapa
penghargaan bergengsi yang diperoleh PT.
TASPEN (Persero) tidak hanya diterima oleh
PT. TASPEN (Persero) Pusat, namun juga
Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di
kota-kota lainnya.
Dari kondisi yang diuraikan diatas,
tentunya diperlukan sebuah manajemen yang
kuat dalam pola pelayanan manajemen
pensiun. Dimana hal ini tentunya sangat
diperlukan untuk merekomendasi kedepan
tentang pemberian pola pensiun dan
kesejahteraan. Meskipun pada saat ini
permasalahan mengenai kesejahteraan PNS
khususnya pensiun sudah dikelola
sepenuhnya oleh PT. TASPEN (Persero)
bukan lagi oleh PT. Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK), dimana
secara jelas disebutkan bahwa pada Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (UU BPJS) Nomor 24 Tahun 2011, PT.
JAMSOSTEK menyelenggarakan BPJS
Ketenagakerjaan dengan peserta yaitu
pegawai swasta bukan PNS. Namun, jika
PNS ingin mengikuti BPJS Ketenagakerjaan
diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut
bersifat pribadi dan tidak kolektif. Apabila
kondisinya bersifat kolektif, hal tersebut pasti
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Peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi
mutlak untuk diwujudkan oleh PT. TASPEN
(Persero), melalui implementasi tentang
peraturan pelayanan yang berdasarkan atas
Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012,
dimana secara struktural sesungguhnya
makna dari implementasi itu sendiri adalah
membangun jaringan yang memungkinkan
tujuan kebijakan dapat terealisasikan melalui
aktivitasi instansi pemerintah yang melibatkan
berbagai pihak yang berkepentingan (policy
stakeholders) (Grindle, 1980: 6).
Berdasarkan uraian dari kondisi tersebut
diatas, maka penelitian ini secara khusus
akan mendeskripsikan tentang implementasi
peraturan pelayanan sistem pensiun bagi
kepegawaian sipil di Indonesia, khususnya
yang ada di PT. TASPEN (Persero) Cabang
Denpasar, terutama saat dihadapkan dengan
upaya reformasi birokrasi pasca kerja
(pensiun), termasuk keberhasilan maupun
hambatan-hambatan yang ada di dalamnya
dengan rumusan masalah penelitian sebagai
berikut:
 Bagaimanakah Implementasi Peraturan
Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 yang
diterbitkan oleh PT. TASPEN (Persero)
Cabang Denpasar terkait dengan upaya
reformasi birokrasi pasca kerja
(pensiun) ?
 Apa hambatan dan tantangan yang
muncul dalam implementasi peraturan
direksi tersebut?
2. KAJIAN PUSTAKA
KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan publik merupakan suatu
keputusan yang dibuat oleh Pemerintah yang
berwenang untuk kepentingan rakyat (public
interest) yang menyangkut mengenai
pertahanan keamanan, energi, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan masyarakat,
kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.
PERATURAN PELAYANAN
Peraturan Pelayanan merupakan
keputusan yang harus ditaati dan
dilaksanakan oleh individu maupun kelompok
orang dalam suatu Badan/Lembaga
Pemerintahan, guna untuk mewujudkan
kebutuhan masyarakat secara luas.
Peraturan Pelayanan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah Peraturan Direksi Nomor:
PD-12/DIR/2012 sebagai Pedoman
Pelayanan Pelaksanaan Program Tabungan
Hari Tua, Program Dana Pensiun dan
Manajemen Data Peserta yang diterbitkan
oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang
Denpasar guna meningkatkan pelayanan
kepada peserta yaitu Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian ini juga secara khusus ingin
melihat bagaimana pelaksanaan
implementasi tentang Peraturan Pelayanan
yang ada di PT. TASPEN (Persero) Cabang
Denpasar terkait dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam memberikan rekomendasi
kedepan mengenai keberhasilan maupun
kegagalan dari Peraturan Pelayanan tersebut.
Kegagalan dan keberhasilan dalam konteks
yang ditinjau adalah program yang dijalankan
oleh PT. TASPEN (Persero) yang sejalan
dengan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN) yaitu Undang-Undang
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tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri
Sipil yang tercantum dalam Pasal 21,
menyatakan bahwa PNS memiliki hak untuk
memperoleh Jaminan Pensiun dan Jaminan
Hari Tua serta pada pasal 91 tentang syarat
yang harus dipenuhi oleh PNS, seperti usia
pensiun dengan masa kerja yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai dan syarat
serta ketentuan lainnya yang mengatur.
MANAJEMEN KEPENSIUNAN
Pensiun adalah kompensasi yang
diberikan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Secara juridis, pengaturan tentang
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil telah
dimuat dalam Undang-Undang Kepegawaian,
yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, pada Pasal 1 disebutkan
bahwa: “Manajemen PNS adalah keseluruhan
upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan
kewajiban kepegawaian, yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan
kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan berupa tabungan hari tua dan
pensiun, serta pemberhentian.” Jadi
manajemen kepensiunan ini masuk dalam
ruang lingkup manajemen PNS, karena dalam
melakukan manajemen PNS dibidang
kepegawaian, haruslah melakukan kegiatan
yang berkaitan dengan masalah
kesejahteraan PNS, baik PNS yang masih
aktif dengan meningkatkan kesejahteraannya
maupun bagi PNS yang telah memasuki
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memberikan tunjangan hari tua yang lebih
layak.
Secara spesifik, mengenai pemberian
pensiun kepada PNS, terdapat proses dan
prosedur yang harus dipenuhi sebagai syarat
menerima hak pensiun, yaitu pegawai
bersangkutan harus mengisi Data Perorangan
Calon Penerima Pensiun (DPCP) serta
melampirkan kelengkapan pensiun lainnya.
Selain itu, adapun syarat maupun
ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh
peserta pensiun adalah telah mencapai usia
pensiun minimal 50 tahun dan masa kerja
minimal 20 tahun serta dinyatakan tidak dapat
menjalankan pekerjaannya dikarenakan atau
tidak oleh jabatannya menurut Peraturan
tentang Pengujian Kesehatan Pegawai
Negeri.
Dasar pensiun yang digunakan adalah
dari gaji pokok terakhir yang dikaitkan dengan
masa kerja. Pendanaan terkait pensiun
didapat dari iuran wajib pegawai (IWP) setiap
bulannya dan dana sumbangan dari
Pemerintah yang dibebankan pada dana
APBN.
Maka dari itu, secara garis besar
penelitian mengenai Tinjauan terhadap
implementasi Peraturan Direksi Nomor: PD-
12/DIR/2012 ini, dengan menitiberatkan pada
manajemen PT. TASPEN (Persero) dalam
mengelola dana pensiun dan memberikan
pelayanan kepada peserta pensiun sangat
berkaitan erat denganragam regulasi tentang
Manajemen Kepegawaian Sipil. Dimana hal
ini mengarah kepada kerangka besar
reformasi birokrasi, yaitu salah satunya
adalah tentang penataan pensiun termasuk
pemberian kesejahteraan bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
NEW PUBLIC SERVICE
Menurut Denhardt and Denhardt (2003),
ada delapan prinsip pelayanan yang harus
diwujudkan agar Pemerintah mampu
memberikan pelayanan yang bermutu yaitu
mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 Convenience adalah pelayanan dapat
dijangkau oleh masyarakat dengan
mudah.
 Security adalah pelayanan dapat
memberi rasa aman kepada
masyarakat.
 Reliability adalah pelayanan dapat
disediakan secara benar dan tepat
waktu kepada masyarakat.
 Personal Attention adalah pelayanan
dapat diinformasikan oleh aparat
dengan tepat kepada warga dan aparat
dapat bekerjasama dengan warga
untuk membantu memenuhi
kebutuhannya.
 Problem-Solving Approach adalah
Pemerintah menyediakan informasi
bagi warga untuk mengatasi
masalahnya.
 Fairness adalah Pemerintah dapat
memberikan pelayanan yang adil bagi
masyarakat.
 Fiscal Responsibility adalah Pemerintah
menggunakan uang publik secara
bertanggungjawab.
 Citizen Influence adalah peran serta
masyarakat mempengaruhi pelayanan
yang diberikan oleh Pemerintah.
SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK
Menurut William Dunn dalam bukunya
yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan
Publik (1994), membagi siklus pembuatan
kebijakan dalam lima tahap, yaitu antara lain:
tahap pertama ialah tahap penyusunan
agenda kebijakan, tahap kedua melalui
formulasi kebijakan, tahap ketiga berupa
adopsi kebijakan, tahap keempat adalah
implementasi kebijakan adalah tahap
penilaian atau evaluasi kebijakan dan yang
terakhir adalah tahap penilaian kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Menurut Pendapat Edward III, dalam
bukunya yang berjudul Implementing Public
Policy, menyatakan bahwa terdapat 4 variabel
yang mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan dari implementasi kebijakan yaitu
komunikasi, sumber daya (teknologi, keahlian,
dana, prasarana). Disposisi atau sikap
pelaksana merupakan komitmen pelaksana
terhadap program. Struktur birokrasi
didasarkan pada standard operating
procedure (SOP) yang mengatur tata aliran
pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Menurut Merilee S. Grindle dalam
bukunya yang berjudul Politics and Policy
Implementation in The Third Word (1980),
memperkenalkan bahwa terdapat 13
komponen variabel sumberdaya implementasi
yang akan menunjang keberhasilan dari suatu
implementasi kebijakan, yaitu (1) Contents of
policy messages (isi pesan kebijakan), (2)
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Tingkat kesukaran masalah kebijakan.
(5) Kedibilitas pesan kebijakan. (6)
Kejelasan pesan kebijakan. (7) Konsistensi
kebijakan, ini berarti apakah kebijakan
tersebut merupakan pelanjut dari kebijakan
sebelumnya atau tiba-tiba ada. (8) Frekuensi
pengulangan kebijakan (9) Penerimaan
pesan.
(10) Bentuk kebijakan (11) Efficacy of the
policy, (12) Partisipasi masyarakat. (13) Tipe
kebijakan.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan
untuk memperoleh gambaran secara utuh
mengenai suatu hal menurut pandangan
manusia yang diteliti. Dimana penelitian ini
berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat
yang tidak bisa dihitung dengan
menggunakan angka.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
PELAKSANAAN PELAYANAN
PROGRAM PENSIUN DAN
TABUNGAN HARI TUA DI PT.
TASPEN (PERSERO) CABANG
UTAMA DENPASAR
PT. Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri atau yang lebih dikenal
dengan PT. TASPEN (Persero) merupakan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
didirikan pada tanggal 17 April 1963
berdasarkan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1981 dengan tugas dan
wewenang untuk mengelola Program
Asuransi Sosial, yang terdiri atas Program
Dana Pensiun dan Program Tabungan Hari
Tua (THT) kepada para pensiunan Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
Pada pelaksanaan komitmen kerja
tersebut, PT. TASPEN (Persero) tentu
mendukung terwujudnya perubahan dan
perbaikan pada sistem kesejahteraan PNS
melalui adanya implementasi dari peraturan
pelayanan yang berlaku di PT. TASPEN
(Persero) Cabang Utama Denpasar yaitu
Peraturan Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012
sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan
Program Tabungan Hari Tua, Program
Pensiun dan Manajemen Data Peserta
dengan tujuan utama untuk meningkatkan
kualitas pelayanan guna mencapai Pelayanan
Melebihi Harapan Peserta (Delighted
Customer Service) yang menekankan pada
asas sederhana, mudah, cepat, efisien, dan
ramah yang disertai dengan pemenuhan
sarana dan prasarana yang memadai sesuai
prinsip Good Corporate Governance.
Pada pelaksanaan Program Pensiun dan
Tabungan Hari Tua telah tercantum secara
jelas dalam Pasal 4 Peraturan Direksi yang
menyebutkan bahwa Program Tabungan Hari
Tua (THT) ini merupakan program yang
tercetus guna menata sistem pensiun
termasuk pelayanan pemberian
kesejahteraan bagi PNS melalui adanya
jaminan keuangan dalam bentuk asuransi
yang terdiri dari asuransi dwiguna yang
dikaitkan dengan usia pensiun ditambah
dengan asuransi kematian (ASKEM).
Mengenai Program Pensiun sendiri, juga
telah diatur dalam Peraturan Direksi pada
Pasal 31 Tentang Kelompok dan Jenis
Pensiun yang secara tegas menyatakan
bahwa program pensiun ini dibentuk dengan
tujuan untuk memberikan jaminan hari tua
dan sebagai bentuk penghargaan kepada
Pegawai Negeri atas jasanya selama
bertahun-tahun bekerja dalam Dinas
Pemerintahan. Sebagai bentuk jaminan hari
tua inilah, PT. TASPEN (Persero) kemudian
membentuk beberapa strategi pelayanan
yang tentunya akan memberikan keuntungan
dan juga kemudahan bagi peserta untuk
mengurus maupun menerima haknya sebagai
pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Layanan One Stop Service, adalah
strategi pelayanan yang akan menunjang
setiap peserta dapat memperoleh pelayanan
yang mudah, cepat, praktis, tanpa biaya/gratis
serta melebihi harapannya. Layanan ini terdiri
dari layanan quick wins, yaitu layanan 1 jam
dan layanan mobil TASPEN (MOBTAS),
pembayaran manfaat melalui transfer (e-
banking), serta layanan kunjungan nasabah.
Layanan 1 jam ini digunakan TASPEN
untuk mempercepat dan menyederhanakan
pelayanan kepengurusan berkas klim pensiun
hingga pembayaran klim pensiun pertama
langsung di Kantor Cabang TASPEN hanya
dalam waktu 1 jam. Layanan ini juga
digunakan pada layanan lainnya seperti
Layanan MOBTAS. Layanan MOBTAS mulai
beroperasi pada tanggal 20 Februari 2014
setelah dilkeluarkannya Surat Edaran Nomor:
SE-04/DIR/2014 tentang Pelaksanaan Qiuck
Wins di PT. TASPEN (Persero) dengan
meninjau dasar hukum dari Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
dan Peraturan Direksi Nomor: PD-
12/DIR/2012.
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layanan proaktif ke daerah yang jauh dari
lokasi Kantor Cabang TASPEN dan
bekerjasama dengan pihak instansi
Pemerintah seperti Badan Kepegawaian
Daerah di Wilayah Provinsi Bali yaitu Badan
Kepegawaian Daerah Negara, Buleleng,
Bangli, Karangasem, dan Klungkung serta
Pemerintah Daerah setempat.
Untuk layanan e-banking sendiri
digunakan untuk memudahkan peserta dalam
menerima haknya tanpa harus datang
langsung ke Kantor Cabang TASPEN dan
dibantu dengan adanya e-karip yaitu sebuah
kartu identitas pensiun berbentuk ATM yang
juga dapat digunakan sebagai alat
pengecekan data diri agar dapat memperoleh
fasilitas sebagai penerima pensiun.
Sedangkan untuk layanan kunjungan
nasabah (layanan mobile) adalah sebuah
layanan yang dilaksanakan untuk
memudahkan peserta pensiun yang berumur
diatas 70 tahun, menderita sakit, tidak
memiliki rekening bank untuk dapat mengurus
berkas klim hingga pembayaran manfaat
pensiun langsung ditempat tinggal yang
bersangkutan.
Melihat strategi pelayanan yang dimiliki
oleh TASPEN dalam memberikan kemudahan
bagi peserta pensiun ini. Maka dapat
dikatakan bahwa TASPEN telah bersungguh-
sungguh dalam mewujudkan pelayanan
melebihi harapan peserta (delighted customer
service) melalui layanan one stop service
kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, PT. TASPEN (Persero) juga secara
tidak langsung telah menunjukkan upaya
realisasi penataan pensiun termasuk
pemberian kesejahteraan bagi PNS secara
lebih adil dan tersistematis melalui kebijakan-
kebijakan yang diatur didalam peraturan
direksi tersebut.
Seperti ketentuan peserta yang berhak
mendapatkan manfaat Program Tabungan
Hari Tua dan Program Pensiun, Perhitungan
besaran manfaat pensiun dan tabungan hari
tua, dokumen penting yang harus disiapkan
dalam kepengurusan berkas pensiun dan THT
hingga manajemen data peserta itu sendiri
melalui rekonsiliasi data peserta secara
internal dan eksternal maupun rekonsiliasi
keuangan untuk menjaga keabsahan data
yang dimiliki oleh peserta dan
TASPEN/Instansi Peserta/Badan
Kepegawaian Daerah yang memiliki
kewenangan untuk mengurus data PNS
maupun Peserta Pensiun.
Selain itu, TASPEN juga telah berhasil
memperoleh juara III Anual Report Award
2013 yang merupakan salah satu indikator
bahwa TASPEN telah menghasilkan Laporan
Tahunan Terbaik dan Peduli Good Corporate
Governance (GCG). Penghargaan ini tentu
menunjukan bentuk keseriusan TASPEN
dalam membuat laporan pertanggungjawaban
manajemen dan implementasi penerapan
Good Corporate Governance (GCG) dalam
segala lini perusahaan. Maka dari itu,
TASPEN layak untuk diberikan kepercayaan
oleh stakeholders dan seluruh masyarakat
Indonesia. TASPEN juga memperoleh
beberapa penghargaan lain seperti
Implementasi GCG BUMN Non Terbuka
Berdaya Saing Terbaik, The Best Practices
untuk Asuransi Sosial, Komisi Informasi Pusat
sebagai Peringkat ke-3 Anugerah
Keterbukaan Informasi Badan Publik,
Peringkat AAA oleh PEFINDO sebagai
perusahaan dengan karakteristik keamanan
keuangan yang superior relatif terhadap
perusahaan asurans lainnya di Indonesia,
Terbaik dalam melaksanakan rencana aksi
Quick Wins berdasarkan Program Quick Wins
unit Kepresidenan Bidang Pengawasan
Pelaksanaan Program Pembangunan (UKP4).
Dengan adanya penghargaan ini, tentu
dapat dikatakan pelayanan yang dilaksanakan
oleh TASPEN sudah baik. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya peneliti menemukan
beberapa permasalahan yang cukup
menghambat pelaksanaan pelayanan
diberikan kepada peserta pensiun seperti:
kelengkapan berkas-berkas klim pensiun
hingga manajemen data peserta yang cukup
mempengaruhi kelancaran dari penerimaan
manfaat pensiun. Padahal permasalahan
kepengurusan berkas pensiun ini merupakan
syarat utama yang harus dipenuhi oleh
peserta TASPEN sebelum mendapatkan
haknya sebagai peserta pensiun. Maka dari
itu, PT. TASPEN (Persero) harus memiliki
strategi atau solusi untuk memecahkan
permasalahan ini.
Selain itu, masih adanya pemahaman
sebagian peserta pensiun yang mengeluhkan
iuran yang diberikan sebesar 8% setiap
bulannya tidak sesuai dengan besaran manfaat
yang didapat. Padahal secara jelas bahwa
selama ini TASPEN melakukan perhitungan
dengan mengambil gaji pokok terakhir bukan
dari gaji pokok awal menjadi PNS. Dimana
besaran manfaat ini terus berubah seiring
dengan masa kerja dan jabatan dari peserta.
Jadi, asuransi yang disediakan oleh TASPEN
berbeda dengan asuransi yang disediakan oleh
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mengalami perkembangan dan hanya
bergantung pada waktu iuran. Dimana
TASPEN telah melaksanakan pelayanan
dengan baik dan adil melalui besaran
perhitungan manfaat yang diatur dalam
Peraturan Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012.
Namun, terbatasnya pemahaman dari peserta
mengakibatkan besaran hak yang didapat
dirasa belum mencukupi. Maka dari itu,
TASPEN mengambil beberapa strategi untuk
menjelaskan pemahaman ini terutama pada
besaran manfaat program pensiun.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT
MERILEE S. GRINDLE
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan
sangat bergantung pada 13 komponen variabel
sumber daya implementasi yang diperlukan,
karena ketiga belas komponen ini yang akan
menyebabkan program dapat menghasilkan
variasi outputs dan outcomes.
 Isi Pesan Kebijakan. Isi pesan
kebijakan yang digariskan pada
Peraturan Direksi Nomor: PD-
12/DIR/2012 ini telah terjabar didalam
pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan
dari dibentuknya peraturan direksi ini
adalah sebagai pedoman pelaksanaan
pelayanan Program Pensiun, Tabungan
Hari Tua, dan Manajemen Data
Peserta. Jadi tujuan utamanya adalah
untuk memberikan kepastian hukum,
meningkatkan pelayanan kepada
peserta dan memudahkan pelaksanaan
ketentuan pelayanan Program
Tabungan Hari Tua, Program Pensiun,
dan Manajemen Data Peserta kepada
PNS, termasuk juga memuat tentang
komitmen perbaikan pada manajemen
kepensiunan melalui program yang
dijalankan oleh PT. TASPEN (Persero).
 Ketersediaan Dana. Ketersediaan dana
ini didapat dari iuran wajib pegawai
(IWP) sebesar 8% yang dipotong dari
gaji perbulan, yaitu 3,,25% untuk THT
dan 4,75% untuk Pensiun serta dana
sumbangan dari Pemerintah melalui
dana APBN.
 Adanya Sanksi. PT. TASPEN (Persero)
memiliki Whistleblowing System atau
Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan
Pelanggaran yang digunakan untuk
memberikan sarana bagi stakeholders
untuk melaporkan hal-hal yang dapat
menimbulkan kerugian bagi perusahaan
baik finansial maupun non finansial
yang merusak citra dan
keberlangsungan usaha perusahaan
seperti penyalahgunaan, pemalsuan
data atau pembayaran klim pensiun,
hingga pelanggaran etika dan
perbuatan asusila. Terdapat sanksi
yang mengatur didalamnya. Untuk
pegawai akan diberikan hukuman
sesuai dengan peraturan internal
perusahaan dan bagi stakeholders akan
mendapatkan sanksi yang berat berupa
pelaporan kepada pihak berwajib.
 Tingkat Kesukaran. Untuk program
pensiun, tingkat kesukarannya terdapat
pada kepengurusan berkas klim
pensiun yang terjadi di lingkungan
Kantor Cabang TASPEN dan pada
pelaksanaan layanan kunjungan
nasabah. Untuk Manajemen Data
Peserta, tingkat kesukarannya terjadi
pada pelampiran data yang berbeda
dan ahli waris tidak memperbaharui
keterangan terkait kondisi
istri/suami/orangtua serta anak mereka.
 Kredibilitas Pesan Kebijakan. PT.
TASPEN (Persero) dalam keseluruhan
pelaksanaan pelayanan berpedoman
pada peraturan direksi. Hal ini
mengarahkan bahwa TASPEN memiliki
kredibilitas (kepatuhan) pada setiap
program maupun layanan yang
diberikan kepada PNS. Salah satunya
mengenai dokumen yang dilampirkan
harus sesuai dengan ketentuan pada
pasal 207 tentang jenis dokumen data
pensiun. Jika tidak maka berkas
tersebut akan dikembalikan sekaligus di
jelaskan langsung kepada peserta.
selain itu, terkait kewajiban dan hak
pegawai sudah diatur dalam buku saku
karyawan. Otomatis akan meminimalisir
adanya kecurangan maupun
penyimpangan yang dilakukan oleh
pihak TASPEN kepada peserta ataupun
sebaliknya.
 Kejelasan Pesan Kebijakan. Kebijakan-
kebijakan yang ada pada peraturan
direksi ini ditulis dengan singkat dan
jelas sehingga tidak menimbulkan
kebingungan dan salah persepsi bagi
pelaksana. Seperti pada kepengurusan
berkas klim pensiun yang diatur dalam
pasal 217 tentang Penyelesaian Klim
Pensiun Langsung.
 Konsistensi Kebijakan. Peraturan
Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012 ini
masuk dalam kategori kebijakan
pelanjut atau kebijakan bersifat mikro.
8Dimana kebijakan mikro adalah
kebijakan yang merupakan
implementasi dari kebijakan diatasnya
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 mengenai Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda serta Peraturan
Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981
tentag Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil.
 Frekuensi Pengulangan Kebijakan.
Peraturan Direksi ini dibuat khusus
untuk mempedomani pelaksanaan
pelayanan program pensiun, tabungan
hari tua, dan manajemen data peserta
dengan tujuan untuk mengatasi
permasalahan yang timbul berkaitan
dengan tersebarnya pedoman
pelaksanaan kedalam beberapa jenis
peraturan perusahaan, sehingga
peraturan direksi ini merupakan
tonggak pelayanan yang diarahkan
sebagai landasan hukum bagi
pelaksanaan pelayanan yang dijalankan
oleh TASPEN. maka dari itu peraturan
direksi ini tidak memiliki kebijakan lain
dibawahnya yang meng-counter saat
implementasi terjadi.
 Penerimaan Pesan. Berkaitan dengan
penerimaan pesan kebijakan, PT.
TASPEN (Persero) memiliki buku saku
karyawan dan Standar Operating
Procedure (SOP) yang beriisikan
kewajiban dan hak pegawai serta
uraian tugas yang mendukung
pelaksanaan pelayanan program yang
dijalankan oleh TASPEN.
 Bentuk Kebijakan. Kebijakan Peraturan
Direksi ini masuk dalam kategori
kebijakan mikro.
 Efisiensi Kebijakan (Efficacy of the
Policy). PT. TASPEN (Persero) memiliki
strategi tersendiri untuk
mengefisiensikan sumber daya yang
tersedia agar dapat mendukung
tercapainya hasil yang maksimal sesuai
dengan tujuan yang diinginkan dan
tentunya menguntungkan semua pihak
termasuk stakholders itu sendiri melalui
kemudahan penerimaan manfaat dari
pelaksanaan pelayanan program
pensiun termasuk tabungan hari tua
kepada peserta dengan melibatkan
jumlah karyawan yang sedikit untuk
dapat menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu yang singkat. Tentu dengan
ditunjang oleh penggunaan model
layanan yaitu layanan 1 jam serta
pembinaan dari perusahaan berupa
pendidikan, pelatihan hingga pemberian
penghargaan bagi karyawan.
 Partisipasi Masyarakat. Berkaitan
dengan adanya partisipasi masyarakat
dalam kesuksesan pelaksanaan
pelayanan di PT. TASPEN (Persero)
tentu sangatlah penting karena
sejatinya program pensiun dan
tabungan hari tau yang tercantum
dalam peraturan direksi nomor: PD-
12/DIR/2012 ni dibuat dan dilaksanakan
untuk kepentingan masyarakat. Seperti
layanan kunjungan nasabah dan
layanan MOBTAS dibuat untuk
memudahkan peserta dengan jarak
tempat tinggal/daerah yang jauh dari
Kantor Cabang TASPEN, agar tetap
dapat mengurus hak pensiunnya. Tentu
masyarakat akan diuntungkan dengan
adanya layanan ini. Maka dari itu,
masyakat dalam hal ini adalah peserta
pensiun merasa puas dengan
pelayanan yang diberikan melalui
penyampaian kritik dan saran positif.
 Tipe kebijakan. Peraturan direksi ini
masuk dalam tipe kebijakan
redistributive. Dimana kebijakan tipe ini
meruapakn kebijakan penataan kembali
hak maupun kepentingan antar
kelompok sosial yang mengarahkan
pada keinginan dan harapan PNS atau
peserta TASPEN untuk mendapatkan
hak pensiun yang layak.
FAKTOR PENDUKUNG DAN
PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DIREKSI
NOMOR: PD-12/DIR/2012
Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
diketahui bahwa kebanyakan dari pensiunan
sebagai pengguna layanan ini masih terbatas
pemahamannya mengenai besaran pensiun.
Maka dari itu PT. TASPEN (Persero) memiliki
strategi untuk menjelaskan pemahaman ini
kepada pengguna yang sejalan dengan
prinsip pelayanan menurut Dehardt and
Denhardt (2003), sekaligus menunjukan
bahwa TASPEN memiliki komitmen dan
keinginan yang kuat dalam mendukung
pemberian pelayanan dengan benar dan
sungguh-sungguh kepada peserta.
 Convenience. Mengarahkan bahwa PT.
TASPEN (Persero) telah menyediakan
pelayanan yang berkualitas melalui
layanan one stop service, yaitu layanan
kunjungan nasabah, layanan Mobil
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banking, dan layanan 1 jam.
 Security. Menegaskan bahwa
pelayanan TASPEN telah mampu
memberikan rasa aman dan yakin bagi
pengguna melalui adanya
Whistleblowing System atau Pedoman
Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
yang beriisikan sanksi yang mengatur
tentang karyawan dan juga peserta
pensiun sebagai stakeholders.
 Reability. Menunjukkan bahwa
pelaksanaan pelayanan program
pensiun termasuk tabungan hari tua
yang dilaksanakan oleh PT. TASPEN
(Persero) telah tersedia secara benar
dan tepat waktu kepada peserta. Hal ini
dilihat dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti terhadap pihak
TASPEN dan juga peserta. Dimana
secara keseluruhan memberikan
respon yang positif. Salah satunya pada
pelaksanaan kepengurusan berkas klim
pensiun di Kantor Cabang TASPEN.
 Personal Attention. Mengarahkan
bahwa TASPEN telah mampu
memberikan informasi yang jelas
kepada peserta dan bekerjasama
dengan peserta untuk membantu
memenuhi kebutuhannya melalui
layanan MOBTAS dengan
menggunakan sosialisasi langsung
kepada peserta maupun melalui
telepon. Berkaitan dengan informasi
yang diterima oleh karyawan TASPEN
dalam membantu peserta mewujudkan
kebutuhannya. PT. TASPEN (Persero)
mewajibkan karyawan untuk memiliki
buku saku karyawan dan SOP untuk
menunjang informasi dapat diberikan
secara lengkap dan akurat.
 Problem –Solving Approach. PT.
TASPEN (Persero) memiliki alternatif
kebijakan untuk memberikan
kemudahan bagi peserta dalam
memberikan informasi secara jelas dan
tepat melalui adanya sosialisasi yang
diatud dalam Pasal 248 Tentang
Kegiatan Delighted Customer Service.
Dimana pada kegiatan ini terdapat 3
jenis sosialisasi, yaitu sosialisasi
langsung (tatap muka), sosialisasi
menggunakan media cetak dan
elektronik.
 Fairness. Mengarahkan PT. TASPEN
(Persero) melaksanakan pelayanan
yang adil bagi peserta melalui
perhitungan besaran manfaat pensiun
yang diatur dalam peraturan direksi
nomor: PD-12/DIR/2012. Perhitungan
besaran manfaat ini dikatakan adil
karena juga melihat kondisi internal dari
peserta pensiun melalui masa kerja,
gaji pokok terakhir dan juga tanggungan
keluarga. Otomatis perhitungannya
akan memberikan kesejahteraan bagi
peserta sekaligus memberikan
kejelasan terkait besaran manfaat yang
diberikan.
 Fiscal Responsibility. Mengarahkan
TASPEN menggunakan uang publik
dengan penuh tanggungjawab melalui
adanya Laporan Realisasi
Pertanggungjawaban Pensiun (LRPP)
dan Laporan Sisa Uang Pensiun
(LSUP) serta Rekonsiliasi rutin setiap
bulan dari data peserta pensiun secara
eksternal dan internal dan juga
rekonsiliasi keuangan dari mitra bayar.
 Citizen Influence. Mengarahkan bahwa
peserta pensiun memiliki pengaruh
yang besar terhadap mutu pelayanan
yang diberikan oleh TASPEN. Hal ini
dikarenakan pelaksanaaan pelayanan
yang dilaksanakan TASPEN ini dibuat
oleh dari dan untuk masyarakat. Oleh
masyarakat melalui kepengurusan
berkas klim pensiun. Dari masyarakat
melalui pembaharuan data diri setiap
tahun ganjil, serta untuk masyarakat
melalui pembayaran hak pensiun
sehingga memberikan kesejahteraan
bagi peserta. Misalnya jika peserta tidak
melampirkan berkas sesuai dengan
ketentuan yang ada, maka otomatis
peserta tidak dapat mengikuti prosedur
selanjutnya dan menerima hak pensiun.
Tentu kondisi ini akan berdampak
langsung pada mutu pelayanan yang
diberikan menjadi tidak optimal.
FAKTOR PENGHAMBAT DARI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN DIREKSI NOMOR: PD-
12/DIR/2012
Berdasarkan hasil penelitian yang
didapatkan oleh peneliti terkait 13 variabel
indikator keberhasilan implementasi kebijakan
menurut Grindle, terdapat dua variabel
indikator yang bermasalah, yaitu:
 Tingkat Kesukaran Masalah
Kebijakan
Fakta dilapangan menemukan
beberapa permasalahan terkait pelaksanaan
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pelayanan program-program tersebut.Salah
satunya pada pelaksanaan program pensiun,
masih saja ada beberapa kendala yang
menghambat pelayanan diberikan kepada
peserta pensiun yaitu permasalahan
kurangnya berkas terkait layanan kunjungan
nasabah dan pengajuan klim pensiun
langsung di Kantor Cabang TASPEN serta
menyangkut banyak peserta pensiun/ahli
waris  tidak memperbaharui data terkait
kondisi dari orangtua/istri/suami yang
bersangkutan. Apakah sudah menikah lagi
atau masih hidup dan terkait dengan data
anak yang sudah dewasa/memiliki pekerjaan
yang tidak dilaporkan kembali kepada pihak
TASPEN sesuai dengan ketentuan kewajiban
yang seharusnya dipenuhi oleh peserta
pensiun/ahli waris itu sendiri. Hal ini akan
menyebabkan perbedaan data yang dimiliki
oleh TASPEN dengan data dari instansi
peserta maupun Badan Kepegawaian Negara
sebagai lembaga yang berwenang mengurus
data peserta pensiun.
 Partisipasi Masyarakat
Faktanya kepengurusan berkas
pengajuan klim pensiun masih menemui
beberapa hambatan baik pada pelaksanaan
langsung di Kantor TASPEN maupun layanan
kunjungan nasabah. Seperti pada
kepengurusan pengajuan klim pensiun
langsung di Kantor Cabang TASPEN peserta
pensiun tidak membawa berkas sesuai
dengan ketentuan yang ada. Otomatis
peserta tidak dapat mengikuti prosedur
selanjutnya dan harus mengulang dari awal
lagi, sehingga akan menghambat jalannya
pelaksanaan pelayanan diberikan kepada
peserta pensiun. Oleh sebab itu, dapat
disimpulkan bahwa peserta memiliki pengaruh
yang besar terhadap pelaksanaan pelayanan
yang diberikan khususnya pada mutu
pelayanan. Dimana dengan terhambatnya
pelayanan tentu akan mempengaruhi mutu
pelayanan menjadi tidak optimal.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pelayanan program
pensiun yang dilaksanakan oleh PT. TASPEN
(Persero) Cabang Utama Denpasar dengan
berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor:
PD-12/DIR/2012 sudah berjalan dengan baik.
Walaupun terdapat beberapa penghambat
dalam pelaksanaannya seperti tidak
lengkapnya berkas yang dilampirkan oleh
peserta dan juga perbedaan data yang dimiliki
oleh peserta dengan data TASPEN. Tetapi
TASPEN memiliki strategi dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Seperti adanya layanan one stop service yaitu
layanan 1 jam, layanan kunjungan nasabah,
layanan MOBTAS, layanan e-banking yang
memudahkan peserta untuk memperoleh
layanan secara mudah, cepat dan tanpa biaya
(gratis). TASPEN juga memiliki sanksi yang
tegas yang terangkum didalam
Whistleblowing System. Dimana pedoman
pengaduan pelanggaran ini yang akan
menjadi akses bagi stakeholders maupun
karyawan TASPEN sendiri untuk
menanggulangi pelanggaran yang merugikan
perusahaan.
Selain itu, dalam pemberian informasi
yang tepat bagi peserta, TASPEN
mewujudkannya melalui adanya pemberian
buku saku dan SOP bagi masing-masing
karyawan, karena sejatinya buku saku dan
SOP ini beriisikan penjelasan secara singkat,
padat, dan akurat mengenai pelaksanaan
pelayanan program-program yang dijalankan
oleh TASPEN hingga sanksi dan larangan
kepada karyawan. Oleh karena itu, kejelasan
dalam penerimaan pesan kebijakan dapat
sampai dengan baik kepada karyawan.
Berkaitan dengan kejelasan informasi yang
diterima oleh peserta, dilakukan dengan 3
jenis sosialisasi yaitu sosialisasi langsung,
sosialisasi menggunakan media cetak dan
elektronik.
Dari pihak TASPEN sendiri dalam
memberikan keadilan bagi peserta, dilakukan
dengan berpedoman pada peraturan direksi
nomor: PD-12/DIR/2012 dalam melaksanakan
pelayanan program pensiun, tabungan hari
tua dan manajemen data peserta. Salah
satunya pada perhitungan besaran manfaat
pensiun yang digunakan TASPEN dalam
memberikan hak pensiun secara adil kepada
peserta dengan melihat kondisi intern dari
peserta pensiun, yaitu masa kerja,
tanggungan, dan gaji pokok terakhir.
Dalam mengelola uang dana pensiun
yang didapat dari iuran wajib pegawai dan
sumbangan dari Pemerintah. TASPEN
menggunakannya dengan penuh
tanggungjawab, melalui adanya bukti-bukti
yang valid yang membuktikan bahwa
memang benar TASPEN telah mengelola
uang pensiun dengan benar dan
bertanggungjawab. Seperti adanya LRPP,
LSUP, Rekonsiliasi Database Peserta dan
Rekonsiliasi Keuangan setiap bulannya
kepada KPPN sebagai tangan kanan
Pemerintah dalam mengurus penerimaan dan
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pembayaran uang pensiun serta adanya
lembaga-lembaga seperti: SPI, BPK dan
Kantor Akuntansi Publik yang menjadi
pengawas dalam setiap kinerja TASPEN
mulai dari pelayanan, pendataan hingga
keuangan termasuk penerimaan dan
pembayaran pensiun.
Pada pelaksanaan pelayanan program
pensiun yang dilaksanakan oleh TASPEN,
peran serta dari masyarakat khusunya
Pegawai Negeri sangatlah penting. Dimana
program pensiun ini dibuat dari, oleh, dan
untuk Pegawai Negeri. Jadi jika ada salah
satu bagian dari kegiatan ini tidak berjalan
sesuai dengan aturan yang ada. Maka
otomatis pelaksanaan pelayanan program
pensiun akan terhambat dan tentunya
menimbulkan kerugian materiil dan tenaga
bagi Pegawai Negeri dan juga pihak TASPEN
itu sendiri sebagai pelaksana kegiatan. Oleh
sebab itu, dapat dikatakan bahawa peserta
pensiun memiliki pengaruh yang besar
terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh
TASPEN.
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